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Revitalisasi Nasionalisme Daerah Menuju Keutuhan Nasionalisme Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) Zulham Lecturer-Universitas Malikussaleh-Aceh
zulhambere@gmail.com Abstract This paper discusses the models and challenges of
Indonesian nationalism. Initial hypothesis, in addition to sovereignty, nationalism of
citizenship, ethno-nationalism is also important from as comprehensive study.

Because ethno-nationalism has become the challenge of most modern countries and
especially the current multi ethnic and civilian nationalism. Ethno-nationalism is
regarded as a latent dangerous threat as well as an unforeseen challenge to modern
countries, especially Indonesia as an archipelagic country and encompassing various
ethnic areas.

The objective of this paper is to study the ethno-nationalism of the regional archipelago,
beginning with the importance of the conceptual framework, the concept of the former
nation and the depiction of nationalism. The study of the state, including the origin,
concept and definition of nationalism. The next objective is this paper is to analyze what
actions should be taken by the State of Indonesia in order to address regional
ethno-nationalism so that ethno-nationalism is transformed into the nationalist
nationalism of the Indonesia Raya. The theory used in this paper is ethno-nationalism,
nationalism, sovereignty.

While the method used is the analysis of content with book instruments. The subjects
studied are regional ethno-nationalism and Indonesian nationalism. The data is analyzed
with descriptive method. The results of the study as follows: in the case of Indonesia,
ethno-nationalism has a tendency and also orientation for freedom from the existing
state by reconsidering it as pre-colonial sovereignty, emphasizing that it is language,



culture, religion and history. Keywords: Revitalization, transformation, ethno-nationalism
and nationalism.

Abstrak Makalah ini membahas model dan tantangan nasionalisme Indonesia. Hepotesa
awal, selain kedaulatan, nasionalisme kewarganegaraan, etno-nasionalisme juga tidak
terlepas dari kajian yang konfrehensif. Karena etno-nasionalisme telah menjadi
tantangan sebagian besar negara modern dan terutama multi etnis dan nasionalisme
sipil yang ada sekarang.Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman berbahaya laten
dan juga tantangan yang tak terduga bagi negara-negara modern, khususnya Indonesia
sebagai negara kepulauan dan mencakup berbagai wilayah etnis.

Tujuan atau objektif makalah ini adalah untuk mengkaji etno-nasioalisme kedaerahan
nusantara, dimulai dengan pentingnya kerangka konseptual, konsep bangsa
terdahuluserta menggambarkan nasionalisme. Kajian negara, mencakup asal usul,
konsep dan definisi nasionalisme. Objektif selanjutnya adalah makalah ini menganalisa
tindakan apa sebaiknya yang diambil oleh Negara Indonesia untuk menyikapi
etnis-nasionlaisme daerah sehingga etnis nasionalisme tertransformasi kepda
nasionalisme Indonesia Raya. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah
etno nasionalisme, nasionlisme, kedaulatan.

Sedangkan metode yang dipakai adalah analisis kandungan (content analysis) dengan
instrumen referensi buku. Subjek yang dikaji adalah etnonasionalisme daerah dan
nasionalisme Indonesia. Sedangkan data dialisis secara dekriptif dengan hasil kajian
sebagai berikut:dalam kasus Indonesia, etno-nasionalisme memiliki kecenderungan dan
juga orientasi untuk kebebasan dari negara yang ada dengan mempertimbangkannya
kembali sebagai kedaulatan pra-kolonial, yang menekankan bahwa itu adalah bahasa,
budaya, agama dan sejarah.

Key word: Revitalisasi, trnasformasi, etno-nasionalisme dan nasionalisme Pendahuluan
Pasca perang dunia kedua, gerakan pembebasan nasional merupakan sebuah bentuk
baru nasionalisme mengguncang fondasi imperialisme dan menghasilkan percepatan
proses dekolonisasi. Sebagian besar negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin
membuang imperialisme, dan nasionalisme yang didasarkan pada demokrasi, kemauan
rakyat, kebebasan dan keadilan dihasilkan karena lebih dari 100 negara bangsa baru ada
(Egyankosh: 32).

Dengan kata lain, di Asia Timur, nasionalisme telah berhasil melewati abad ke-20 dan
telah menjadi retorika bukan hanya perjuangan anti-imperialis tapi juga seruan untuk
memberdayakan dan mendemokratisasi negara dari dalam (Calhoun, 1993: 213-14).

Kebanyakan sumber utama nasionalisme Asiatik adalah perlawanan individu terhadap



perubahan pola kebiasaan.

Ketahanan ini diperkuat dengan merasakan bahwa kegigihan kelompok bergantung
pada ketekunannya yaitu budaya, yang harus dilindungi dengan biaya apapun
(Spykman, 1926: 407). Sebaliknya, saat memprotes peraturan Barat, nasionalis Asia
sering memberi penghormatan kepada Barat dengan alasan negara mereka
mengadopsi institusi politik Barat (Braisted, 1954: 360).

Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara di Afrika dan Asia untuk
menciptakan negara-negara kesatuan dari populasi etnis yang sangat heterogen belum
menemukankesuksesan yang besar sampai sekarang. Perlu mengingat kembali
perpecahan dan konflik di negara-negara baru seperti Indonesia,Nyanmar, Srilanka, Irak,
Somalia dan Angola, dan kegagalan relatif mereka untuk menghasilkan sebuah
komitmen populer yang mengesampingkan ‘negara‘ kewarganegaraan dan
kewarganegaraan berdasarkan pada posisi batas kolonial Negara(Smith, 1996: 448).

Kegagalan ini menyebabkan munculnya etno-nasionalis, yang berarti tinggal di wilayah
yang ditentukan dan ingin berpisah dari negara, karena merasakan memiliki sejarah
seseorang yang mandiri atas dasar suku. Seperti Aceh sejauh ini adalah contoh
Indonesia yang sesuai. Selain konflik etno-nasionalisme, ada empat kategori konflik,
seperti persaingan komunal, yang merujuk secara langsung tersebar melalui wilayah
tersebut dalam masyarakat majemuk, dan persaingan dengan kelompok-kelompok lain
untuk mendapatkan bagian kekuasaan politik.

Misalnya konflik antara Muslim dan Kristen di Ambon atau Poso; Konflik kelas etno yang
mengacu pada kehidupan yang tersebar melalui wilayah dalam masyarakat majemuk,
dan menginginkan partisipasi yang lebih besar di negara untuk mencapai persamaan
hak dan kesempatan untuk mengatasi dampak diskriminasi akibat status imigran dan
minoritas mereka.

Contohnya adalah bahasa Tionghoa Indonesia; Penduduk asli ingin tinggal di wilayah
yang ditentukan dan menginginkan otonomi lebih besar dari negara yang mengaturnya,
terutama terkait untuk melindungi tanah tradisional, sumber daya, dan budaya mereka.
Aceh, orang Dayak di Kalimantan dan juga orang Papua adalah contoh nyata dari konflik
ini; Yang terakhir adalah sekte militan (agama) yang mengacu pada kelompok kecil yang
biasanya hanya memperjuangkan ideologi religius (Klinken, 2003: 112-13).Pada akhir
abad kesembilan belas, sebagian besar penduduk dunia hidup di bawah pemerintahan
kolonial.

Namun, pada pertengahan abad ke-20, kebanyakan koloni telah mencapai atau sedang



dalam proses mencapai kemerdekaan (Chandra, 1999: | 1). Dalam formasi negara,
gagasan negara, ketertarikan adalah ciri khas identitas politik. Minat dapat
dimanifestasikan sebagai 'kepentingan pribadi' (diri sendiri dan kelompok keluarga
terdekat); 'Kepentingan bersama' (bersama dengan kelompok yang lebih luas);
‘Kepentingan pribadi yang muncul' (dari diri sendiri melalui membantu mengamankan
nasib orang lain); Dan 'altruisme' (terutama untuk keuntungan orang lain).

(Kingsbury, 2002: 69). Sebagian besar negara memiliki hak hukum yang diberikan oleh
konstitusi mereka mengenai kepentingan masing-masing batas negara. Negara-negara
bangsa mencoba melakukan diplomasi koersif sementara diplomasi lunak tidak
menjanjikan solusi atau sebelum mengumumkan perang dengan negara-negara lain
untuk menegaskan bahwa ini adalah batas-batas nasional.

Dunia terbagi dalam beberapa negara, di mana kemudian negara-negara ini didorong
untuk menekankan wilayah nasional masing-masing serta kedaulatan nasional secara
paksa. Tidak terlepas, negara bagian yang juga secara intensif menciptakan penindasan
atas wilayahnyayaitu bagian daerah dalam rangka menumbuhkan negara dan
pendekatan terhadap tatanan kedaulatan nasional.

Namun pendekatan negara ini cenderung mengabaikan dan mengecualikan adanya hak
sipil kepada partai-partai dari kebijakan pengambilan keputusan, yang mengakibatkan
hanya representasi kepentingan elitis dan pribadi, bukan mewakili negara-negara besar
(He & Reid, 2004: 297). Sebagian besar negara yang dihadapkan pada tantangan untuk
mengintegrasikan wilayah adalah wilayah yang sangat luas dan multi etnis, yang saling
bergantung secara keseluruhan. Masalah ini juga dihadapi secara intensif oleh
Indonesia, terutama dalam pengembangannya adalah nasionalisme negara (Drake,
1992: 296).

Sebelum Indonesia merdeka, nasionalisme pun diperdebatkan dan ditekankan
"bumiputra" dan "pribumi”. Istilah "bumiputra” dan pribumi "digunakan untuk
membedakan penduduk asli dari penduduk asli penduduk kolonial. Istilah ini mulai
populer selama tahun 1920 dan 1930an di Malaysia dan juga di Indonesia. Bumiputra
dan pribumi keduanya berasal dari kata-kata Sanskerta.

"Bumi" yang memiliki definisi tanah atau tanah dan "putra” bisa dipahami sebagai
pangeran, atau lebih dipahami sebagai "anak". Pribumi sendiri adalah sebuah kata yang
berasal dari bahasa Jawa, yang berarti pribumi pribumi. Dengan demikian, konsep ini
sebelumnya digunakan untuk membedakan antara penduduk asli dan penduduk asli
(Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 662-3).



Selain keberadaan bumiputra dan primbumi, proses pencapaian persatuan nasional
Indonesia adalah beberapa hal yang unik, selama enam dekade pertama, umumnya
berlangsung dalam perpaduan multi etnis dan integrasi teritorial. Kebutuhan ekonomi
seperti pajak, perbendaharaan, batas adat dan wilayah telah dibentuk oleh penjajah
Belanda. Sebaliknya, Belanda, saat merumuskan penyatuan nasional, menyangkal
nilai-nilai etnis tertentu.

Rasa permusuhan yang dilakukan oleh Belanda di antara orang Indonesia, bukannya
memasukkan komponen prinsip multi etnis, budaya nasional dan bahasa nasional (Lane,
2002). Penelitian Terkait/Studi Pustaka Asal-usul bangsa berasal dari konsep bangsa
Barat, pada abad ke-18 orang-orang kelas menengah di Eropa Barat dan Amerika Utara
semakin mengenal dengan perasaan bahwa "bangsa" itu milik mereka.

Dua ilustrasi tertua tentang kesadaran nasional modern adalah bahasa Prancis dan
bahasa Inggris (Knight, 1982: 518-519).Menurut Erness Renan bahwa sebuah bangsa
adalah "jiwa, prinsip spritual" dan bahwa dia melanjutkan keberadaan sebuah bangsa
adalah hasil dari "plebisit harian" (dalam Savich: 2).

Istilah bangsa dapat dipahami sebagai apa yang dijelaskan oleh Ernest Barker
"sekumpulan manusia, yang mendiami wilayah yang pasti, yang biasanya diambil dari
ras yang berbeda, namun memiliki kesiapan berfikir dan perasaan yang sama yang
diperoleh dan digunakan selama perjalanan Sejarah umum .. "(Egyankosh: 31). Anderson
berpendapat bahwa sebuah bangsa adalah komunitas yang dibayangkan karena tidak
mungkin semua anggota saling berhubungan langsung dengan sesama anggota setiap
saat.

Oleh karena itu, anggotanya hanya bisa memandang bangsa secara keseluruhan dengan
mengacu pada imagetersebut yang mereka temukan dalam pikiran mereka sendiri
(Tamir, 1995: 421).Peter Alter mengatakan bahwa nasionalisme adalah "salah satu
pemikiran yang paling ambigu di masa depan, terutama dalam konsep politik dan
analisis leksikon. Setelah mendefinisikan dua jenis utama nasionalisme: nasionalisme
Risorgimento yang berarti kebangkitan orang Italia yang berlaku bagi negara-negara
yang berusaha membangun sebuah negara. Seperti Yunani, Italia, Jerman, Polandia,
Serbia dimana menerapkan nasionalisme ini di abad ke-19.

Kedua, nasionalisme integral, juga dikenal sebagai "radikal", "ekstrem", sayap kanan,
reaksioner, agresif-ekspansionis, derivatif, nasionalisme militan. Nasionalisme integral
mulai ada setelah sebuah negara telah mencapai kemerdekaan dan telah membentuk
sebuah negara, seperti Nazi Jerman dan Fasis Italia (Savich: 5).Nasionalisme sebagai
ideologi politik modern hanya ada setelah mengikuti revolusi Prancis tahun 1789 dan



berkembang selama abad ke-19.

Nasionalisme yang diraihnya adalah tinggi pada saat Perang Dunia I. Nasionalisme
bergantung pada fantasi kelompok atau "komunitas imajiner" dan produk industrialisasi,
kapitalisme, dan modernisasi. Industrialisasi dan nasionalisme berkembang dan
berkembang dalam hubungan simbiosis, masing-masing saling menegakkan (Savich:
1-2).

Meskipun demikian, istilah "nasionalisme" memiliki berbagai makna, namun secara
sentral terdiri dari dua karakteristik: Pertama, sikap yang dimiliki oleh anggota sebuah
bangsa ketika mereka peduli dengan identitas mereka sebagai anggota negara tersebut;
Kedua, tindakan yang diambil oleh anggota sebuah negara untuk berusaha mencapai
(atau mempertahankan) beberapa bentuk kedaulatan politik (Plato, 2001: 2).

AD Smith menawarkan definisi nasionalisme yang lebih merangkul sebagai gerakan
ideologis, untuk pencapaian dan pemeliharaan pemerintahan sendiri atas nama sebuah
kelompok, beberapa di antaranya anggotanya menganggapnya sebagai sebuah
'‘bangsa’ aktual atau potensial seperti yang lain (dalam Smith, 2000: 492). Shafer dan
Kedouri akan setuju bahwa nasionalisme melibatkan mitos yang berhubungan dengan
dan mendorong perasaan kesetiaan terhadap dan identifikasi dengan kesadaran
kelompok tentang dirinya sendiri dan menyebabkan kelompok tersebut memiliki atau
menginginkan kemerdekaan politik di bawahnya adalah pemerintahan sendiri dan
merupakan wilayahnya sendiri. Mereka pasti juga setuju bahwa nasionalisme secara
keseluruhan adalah kompleks gagasan, sikap, peristiwa, dan gerakan politik.

Nasionalisme tentu sebuah ide, tapi juga merupakan kekuatan (Knight, 1982: 521).
Thomas Hobbes (1588-1679) menjelaskan kedaulatan sebagai monopoli kekuatan
pemaksaan dan menganjurkan agar hal itu dilakukan di tangan peraturan tunggal yang
tidak dapat dilawan (Heywood, 2000: 38). Kedaulatan, di dalamnya adalah pengertian
yang paling sederhana, adalah prinsip kekuatan absolut dan tak terbatas.

Setelah kemunculan negara modern, istilah kedaulatan telah diperbesar dan
diklasifikasikan.Ada banyak jenis kedaulatan, semacam kedaulatan hukum yang
menunjukkan otoritas hukum tertinggi yang berarti hak yang tidak dapat dipungkiri
untuk menuntut kepatuhan, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang;
Kedaulatan politik menunjukkan kekuatan politik yang tidak terbatas, yaitu dengan
menggunakan kekuatan koersif monopoli untuk menegakkan ketaatan; Kedaulatan
internal berarti bahwa kekuasaan atau wewenang tertinggi di negara yang berada di
badan hukum yang membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat semua warga
negara, kelompok, subkelompok dan institusi di dalam batas wilayah negara; Dan



kedaulatan eksternal berkaitan dengan posisi negara di masyarakat internasional dan
kapasitas untuk bertindak sebagai entitas independen dan otonom (Heywood, 2007:
131).

Berdasarkan Narasi di atas, penulis membahas model dan tantangan nasionalisme
Indonesia. Selain kedaulatan, nasionalisme kewarganegaraan, etno-nasionalisme juga
sangat urgent untuk dikaji secara konfrehensif. Karena etno-nasionalisme telah menjadi
tantangan sebagian besar negara modern dan terutama multi etnis dan nasionalisme
sipil yang ada sekarang.Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman berbahaya laten
dan juga tantangan yang tak terduga bagi negara-negara modern, khususnya Indonesia
sebagai negara kepulauan dan mencakup berbagai wilayah etnis.

Tujuan paper ini adalah untuk mengkaji etno-nasioalisme kedaerahan nusantara,
dimulai dengan pentingnya kerangka konseptual, konsep bangsa terdahuluserta
menggambarkan nasionalisme. Kajian negara, mencakup asal usul, konsep dan definisi
nasionalisme. Tujuan selanjutnya adalah tulisan ini menganalisis sikap apa idealnya yang
diambil oleh Negara Indonesia untuk mengakomodir etnis-nasionlaisme daerah
sehingga etnis nasionalisme tertransformasi kepda nasionalisme Indonesia Raya.
Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah etno nasionalisme, nasionlisme,
kedaulatan.

Sedangkan pendekatan yang dipakai ialah review of literature, dengan metode analisis
kandungan (content analysis) dan instrumen book codingyang dipakai untuk penguatan
referensi. Hasil dan Pembahasan Civic Nasionalisme Secara global telah terjadi
kebangkitan nasionalisme etnik sejak tahun 1960an, seringkali dalam bentuk gerakan
etnis minoritas melawan negara-negara yang ada (Brown, 2004: 4).

Di negara modern, pecahnya negara multi etnis di Balkan seperti Yugoslavia dan
kemunduran Uni Soviet pada tahun 1991 menyebabkan eksistensi kembali dan
bangkitnya nasionalisme (Savich: 1). Banyak ilmuwan politik mengamati keadaan ini
menurun seiring kembalinya nasionalisme serta kelahiran kembali nasionalisme. Hal ini
sangat terkait dengan etno-nasionalisme.

Penurunan ini memberi efek pada negara-negara dunia ketiga lainnya, terutama Asia
Tenggara, seperti Filipina dan Indonesia juga. Di mana kedua negara ini
mempertanyakan kembali, ini adalah eksistensi etnis minoritas daripada etnis mayoritas
dominan. Persamaan anggota kelompok minoritas sering dirugikan dalam kaitannya
dengan budaya etnis yang dominan karena mereka harus bergantung pada mereka
yang memiliki bahasa dan budaya yang sama untuk menjalankan urusan sehari-hari.



Karena kebebasan untuk melakukan kehidupan sehari-hari seseorang pada dasarnya
baik dan sulit untuk mengganti atau melepaskan ketergantungan pada budaya
minoritas seseorang/etnis untuk mencapai kebaikan itu, ketergantungan ini dapat
menyebabkan ketidaksetaraan tertentu dan jika tindakan khusus tidak dilakukan
seimbang seimbang (Plato, 2001: 19). Dalam beberapa dekade terakhir terjadi
ketegangan besar antara nasionalisme kewarganegaraan dan etno-nasionalisme yang
mengakibatkan adanya multikulturalisme, yang menekankan bahwa bangsa ini diliputi
oleh masyarakat multi-etnis dan juga negara menjamin status setara mereka (Brown,
2001: 2).

Politik etnis dan nasionalisme bisa berarti dampak politik terhadap etnisitas dan
identitas nasional. Hal ini pada gilirannya dapat menandakan penggunaan etnis dan
nasionalisme dalam perebutan kekuasaan para pemimpin dan partai, yang mengarah ke
analisis mikro politik etnik: atau proses dimana negara menciptakan kelompok dan
negara etnis dan konflik mereka, menghasilkan analisis makro Formasi nasional (Smith,
1996: 445-46).

Etnis-nasionalisme mengacu pada nasionalisme yang didasarkan pada keunikan
manusia, dan oleh karena itu, menyiratkan bentuk kewarganegaraan eksklusif
berdasarkan anggota yang memiliki identitas etnis yang sama (Bertrand, 2002: 3-4).
Etno-nasionalisme dapat juga disebut sebagai nasionalisme budaya yang menekankan
bangsa sebagai masyarakat (etno) kesamaan budaya (Brown, 2001: 2).

Ras dan etnis menjadi dominan hanya dengan munculnya nasionalisme modern.
Misalnya, Kekaisaran Ottoman adalah kerajaan multi-rasial multi-etnis yang hanya
memiliki perbedaan agama, Muslim, Kristen, atau Yahudi. Nasionalisme mengubah ini
(Savich: 11). Nasionalisme etnik lebih mengacu pada masa lalu, ke alam leluhur dan
(melalui sejarah bersama).

Dalam komunitas seperti itu, karena menuntut keturunan bersama, dan
kewarganegaraan tertutup hanya diakuisisi oleh darah dan 'ritus' kelahiran sesuai
dengan hukum 'ius sanginis' (Lawfield, 2009: 5). Menurut primordialis dan perennialist,
etnisitas cenderung berasumsi bahwa etnik primordial, memberi kondisi manusiawi, dan
bahwa negara-negara itu historis namun purbakala.

Negara, partai, birokrasi dan politik sebagian besar dianggap sebagai ekspresi publik
dari perbedaan etnis dan identitas budaya yang sudah ada sebelumnya (Smith, 1996:
446). Dalam teori konflik etnis, kriteria etnis adalah sumber pertengkaran yang menonjol
di antara masyarakat. Hubungan historis dan linguistik yang khas dianggap sebagai titik
referensi utama bagi individu.



Ketika pola hubungan sosial antara kedua kelompok etika sedemikian rupa sehingga
ketegangan sosial dan hasil konflik, tuntutan untuk memperluas pengaruh kelompok
etnis yang dihasilkan (Hah & Martin, 1975: 374). Konflik Israel-Palestina dengan jelas
menunjukkan bahwa wilayah bersama dan kenangan sejarah yang umum dapat menjadi
pemecah belah dan bukan pemersatu.

Tinggal bersama di wilayah yang sama dan di bawah pemerintahan yang sama, atau
bahkan berbagi sistem ekonomi dan hukum, mungkin gagal memadukan beragam
komunitas menjadi satu negara, sebagaimana dibuktikan oleh realitas politik di Kanada,
Belgia, bekas Yugoslavia, dan Cekoslowakia (Tamir, 1995: 424-25). Dalam konteks
nasionalisme, premis dasar teori konflik adalah bahwa persaingan antar kelompok
menimbulkan tuntutan untuk mengendalikan sistem distributif (Hah & Martin, 1975:
369).

Demikian pula halnya kasus di Indonesia, seperti Aceh, di mana budaya dan etnis khas
Aceh, dan juga bahasa, telah menekankan kembali bahwa ini adalah wilayah
pra-kolonial sebelum diintegrasikan ke dalam kedaulatan Indonesia dan pada saat
bersamaan melawan nasionalisme nasional Indonesia. Dengan demikian, gerakan
etno-nasionalis merupakan tantangan berat bagi demokrasi.

Kelompok-kelompok yang dimobilisasi di sepanjang garis etnik mengikuti sebuah
negara dan merupakan institusi politik. Mereka berharap untuk mengenali batas-batas
dan membuat sebuah negara baru di mana mereka mewakili mayoritas (Bertrand,
2002:2). Nasionalisme Sekuler Civic Indonesia Pada tahun 1945, Indonesia menjadi
negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda, kemudian dihadapkan dengan
masalah persatuan.

Rekonstruksi integrasi nasional dan infrastruktur ekonomi menjadi sasaran utama saat
itu (Drake, 1992: 297). Nasionalisme membuktikan keberadaan orang dan menyatakan
bahwa mereka berhak mengambil alih sebuah organisasi negara lama atau membangun
yang baru. Gerakan nasionalis mencoba melakukan ini atas nama orang-orang yang
terdokumentasi.

Biasanya, para pemimpin gerakan semacam itu berasal dari pusat atau lebih tepatnya,
wilayah perkotaan yang luas dari negara yang dipertimbangkan (MclIntyre: 75). Sama
halnya seperti Indonesia, yang terutama meliputi negara kepulauan, di mana bapak
pendiri gerakan nasionalis berasal dari Center Jakarta. Di negara yang berbeda secara
geografis dan etnis seperti Indonesia, proses hubungan regional seringkali
mengharuskan penahanan sejarah dan tradisi penduduk lokal yang mendukung warisan



yang lebih besar (Hoey, 2003: 110).

Berdasarkan keanekaragaman geografis ini, Sukarno menggunakan konsep ‘'Indonesia
Raya' sebagai konsep nasionalisme Indonesia, yang ditujukan untuk perumusan
masyarakat Indonesia (Mcintyre, 1973: 75). Permasalahannya, setelah kemerdekaan,
Indonesia ditantang oleh gerakan Darul Islam (House of Islam), yang mendukung
nasionalisme Islam dan bukan nasionalisme sipil.

Beberapa organisasi semacam itu terikat untuk membentuk antara Islam dan
nasionalisme Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada norma etnologi
dan adat mereka, dan terlebih lagi Indonesia terbagi oleh sejumlah besar pulau terpencil
dan terpisah, maka penyatuan koersif dan integrasi koersif merupakan instrumen
penting yang dapat digunakan untuk menghadapi keragaman tersebut (Vandenbosch,
1952: 182) Nasionalisme Indonesia digunakan untuk mendukung dan mempromaosikan
rasa homogenitas dan identitas pribumi yang dengan kuat menolak dan mengecualikan
partisipasi masyarakat imigran non pribumi (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 667).

Apalagi nasionalisme Indonesia secara ideologis dimanifestasikan dalam Pancasila, lima
prinsip negara: kepercayaan kepada Tuhan, humanitarianisme, nasionalisme, demokrasi,
dan keadilan sosial. Ini dipostulasikan sebagai nilai bersama yang mendukung
masyarakat toleran sekuler, majemuk, dan religius (Weatherbee, 2002: 23). Pemerintah
menganggap etnis sebagai masalah sensitif, kemungkinan ancaman terhadap persatuan
nasional dan bahkan tidak mengumpulkan statistik tentang kelompok etnis dalam
sensus (Suryadinata dalam Turnet, 2005: 189).

Tidak individu yang dapat menuntut hak individu untuk dirinya sendiri atau meminta
pembagian kekuasaan ke dalam sub masyarakat, tidak ada konflik yang diizinkan untuk
terjadi (Kreuzer, 2004: 19).Setelah Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 setelah
kolonialisme, nasionalisme, dan revolusi, elite di antara berbagai kelompok, agama, dan
ras bertekad untuk membentuk identitas nasional yang baru dan, dengan demikian,
menundukkan kesadaran politik mereka yang terpisah. (Wanandi, 2002: 136).

Umumnya gerakan separatis regional muncul karena ketidak puasan pemerintah
regionalisme ketika pemerintah Indonesia diubah dari sistem federal menjadi sistem
kesatuan pada bulan Agustus 1950, yang menyebabkan ketidakpuasan provinsi dengan
melakukan pemberontakan terbuka kepada pemerintah pusat. Negara-negara regional
merasa kurang berkuasa di pemerintahan lokal setelah konversi ini (Vandenbosch, 1952:
184).Sebagian besar analis politik berpendapat bahwa faktor utama perselisihan
nasionalisme Indonesia yang didukung oleh nasionalis sekuler Indonesia adalah
perberlakuan identitas nasional yang seragam untuk seluruh warga negara Indonesia.



Pemberlakuan sanksi ini sementara diimplementasikan, yang sebenarnya tidak sesuai
dengan budaya sub nasional dan juga identitas regional (Arifianto, 2008: 6). Begitu etnis
minoritas kehilangan kepercayaan bahwa negara dapat mempromosikan nasionalisme
kewarganegaraan, mereka kemudian menganggap negara sebagai badan mayoritas
etnik dan karena itu tidak percaya bahwa ini adalah janji multi-budayais tentang status
atau otonomi kepada etnis minoritas, akan tercapai.

Sehingga menyebabkan lemahnya nasionalisme sipil (Brown, 2001: 12). Hal ini
diperburuk oleh keyakinan nasionalis sekuler bahwa penciptaan sebuah bangsa
dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki pengalaman
bersama, terlepas dari budaya, agama, dan latar belakang etnis mereka (Arifianto, 2008:
9).

Sejak kemerdekaan, sebagian besar provinsi telah terdorong untuk memberontak
terhadap pemerintah pusat, apakah karena gerakan separatis menuntut pembagian
kekuasaan yang sama atau menuntut kemerdekaan negara baru (Bowen: 155).
Menyikapi perkembangan tadi, strategi politik Orde Baru yang ditetapkan berdasarkan
model nasional dan selanjutnya ia menghilangkan gerakan etno-nasionalis.

Dalam praktik politik sehari-hari, model nasional dipaksakan pada ekonomi, birokrasi
melalui eksistensi tentara melalui luar provinsi. Sistem pendidikan nasional yang umum
dibuat, menjadikan bahasa Indonesia diwajibkan di setiap sekolah. Kebijakan ini
direncanakan untuk mengubah provinsi-provinsi dan memasukkan mereka ke dalam
negara Indonesia modern secara efektif (Bertrand, 2002: 23-4).

Menurut rezim otoriter Orde Baru, nasionalisme etno-kultural bergantung pada mitologi
sejarah untuk menarik orang Jawa sebagai inti etnis, sementara perekrutan menjadi
posisi elite pada tingkat tertentu, bergantung pada penjajahan. Banyak daerah di
Indonesia menentang penggunaan simbol ini (Majapahit dan Sriwijaya), terutama
mereka yang berasal dari kedua kerajaan Jawa kuno ini, dengan alasan bahwa
memuliakan simbol ini dapat menyatukan integritas nasional dan menolak adanya
kolonisasi non Sriwijaya dan Majapabhit lainnya. (Kroef dalam Drake, 1992: 298).

Warga asli Indonesia dihadapkan oleh masalah persatuan nasional dan pembangunan
nasional. Oleh karena itu, ketidakseimbangan representasi kelompok etnis dalam aspek
politik maupun distribusi ekonomi sejak kekalahan kolonial Belanda masih berlanjut
(Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 663).

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, naluri nasionalisme etno kembali



ada di setiap wilayah di Indonesia (Bertrand, 2002: 21).Model nasionalisme nasional
telah gagal, karena keterasingan inklusi kelompok dalam model itu sendiri dan menolak
identitas mereka serta mengikuti dengan membatasi budaya mereka juga.

Multi etnik menuntut pengakuan dari pemerintah pusat, dan dengan demikian tidak
adanya pengakuan etnik dan budaya ini, mereka bermaksud untuk menekankan
identitas etnik mereka dari mobilisasi dan pemisahan etno-nasionalis dari negara utama
(Bertrand, 2002: 25). Kemudian konflik etnis mulai dapatdilihat sebagai manifestasi dari
ketegangan yang timbul dari artikulasi visi masyarakat nasional yang berlainan, dan
berpotensi tidak sesuai (Brown, 2001: 6).

Mobilisasi dan kekerasan etno-nasionalis sering terjadi di negara transisi demokratis
dimana kesepakatan sebelumnya mengenai model nasional belum disepakati. Definisi,
wilayah dan agenda politik bangsa tetap tidak terdefinisi untuk menciptakan
ketidakpastian tentang masuk dari kelompok atau istilah inklusi mereka (Bertrand, 2002:
2).Setelah tahun 1999 Indonesia masih ditantang oleh gerakan etno-nasionalis di Aceh
dan Papua.

Para aktivis kemerdekaan di wilayah ini menekankan kembali gagasan bahwa mereka
telah diintegrasikan secara paksa ke Indonesia menyusul eksploitasi ekonomi lokal
Jakarta yang telah memperburuk situasi (Klinken, 2003: 126). Implikasinya adalah bahwa
nasionalisme daerah, mengklaim bahwa warga daerah adalah orang-orang dengan satu
kesamaan, seperti nasionalisme lainnya (Brown, 2004: 16), yang pantas membentuknya
adalah negara merdeka sendiri.

Namun, negara yang ada akan selalu berusaha mencegah pemisahan diri, meski hal ini
tidak dengan sendirinya menyebabkan daerahisme atau subnasionalisme etnis,
menurun. Sebaliknya, mungkin penyangkalan tersebut mendorong gerakan separatis
muncul, karena orang menyambut permintaan mereka untuk memiliki identitas teritorial
kelompok mereka yang dijaga oleh pemerintah mereka sendiri di dalam negara mereka
sendiri (Knight, 1982: 526).

Pada akhir abad ke-19, penjajah Belanda memberlakukan apa yang disebut sebagai
"kebijakan etis" yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan posisi penduduk
asli dalam sebuah pemerintahan kolonial. Gerakan nasionalis Indonesia muncul setelah
bangkitnya gerakan nasionalis China daratan. Setelah perkembangan nasionalisme
Indonesia pada tahun 1920, masyarakat adat mulai meluas penggunaan istilah
"Indonesia”, umumnya orang Indonesia Tionghoa tidak diperlakukan sebagai Indonesier
(Bangsa Indonesia), karena istilah 'Bangsa Indonesia’ memiliki indikasi untuk
menggantikan istilah "bumiputra".



Meski menggunakan dua kata ini (Indonesier dan bumiputra) untuk membedakan status
pribumi dengan orang Belanda dan orang Indonesia Tionghoa selama masa
pra-independen. (Siddique & Suryadinata, 1981-1982: 668). Rakyat provinsi
memutuskan untuk bersatu pada tahun 1920 untuk membangun sebuah negara dan
negara baru sebagai respon terhadap kolonialisme (Lane, 2002).

Melalui kebijakan etis ini, Hindia Belanda kolonial telah berusaha untuk membagi
orang-orang ke dalam kelompok aristokrat kelas bawah, menengah dan atas. Misalnya,
Hindia Belanda mendesak masyarakat pedesaan untuk tetap menjadi petani, sebaliknya,
anggota kelas menengah dan atas ditempatkan di posisi tinggi pegawai negeri.
Sebagian besar pegawai negeri telah didominasi oleh mayoritas etnis Jawa, yang
kemudian disebut kelas priyayi (Administrator).

Anggota keluarga bangsawan Jawa diberi fasilitas terbaik dan mendapatkan lebih
banyak hak istimewa dari Belanda bila dibandingkan dengan warga biasa. Selain etnis
Jawa, seperti orang Aceh, Minangkabau dan Bugis diperlakukan sebagai warga negara
yang lebih rendah dan imigran. Proses kekhasan etnik terjadi di kalangan warga
non-pribumi, orang Indonesia-Cina misalnya, di mana orang Belanda menunjuk orang
Tionghoa untuknya adalah etnis dan masyarakat. Untuk ini, masyarakat Cina dilokasikan
di wilayah khusus oleh kolonial Belanda (Siddique & Suryadinata, 1982: 66).Kebijakan
etis ini juga berorientasi pada westernisasi elit keluarga aristokrat Jawa, terutama untuk
menghindarinya dari pengaruh munculnya gerakan identitas Islam, yang dapat
mendorong mereka untuk mengalahkan imperium kolonial Belanda, oleh karena itu,
Belanda memberi kesempatan kepada aristokrat ini.

Keluarga untuk mendapatkan pendidikan gaya barat di universitas pendidikan yang
disponsori Belanda. Dengan harapan, sebagai balasannya mereka dapat melakukan
westernisasi, menasionalisasi dan mensekulerkan orang-orang Indonesia lainnya
(Arifianto, 2008: 9). Tujuan kebijakan etis lainnya adalah proses migrasi.

Gagasan tentang migrasi etnis Jawa berasal dari Belanda, kerajaan kolonial memaksa
migrasi Jawa secara massal ke luar Pulau Jawa, gerakan ini dimulai sejak tahun 1905.
Selama masa pasca kemerdekaan, pemimpin Indonesia telah dipengaruhi untuk
menerapkan strategi migrasi ini untuk menstabilkan ketidakseimbangan penduduk,
karena Jawa sudah padat penduduknya.

Pada awalnya proses migrasi ini menunjukkan dampak positif bagi pencapaian ekonomi
lokal dan regional, yang menjanjikan pendapatan baik bagi para migran kesejahteraan.
Selain itu, pemerintah pusat memanfaatkan migrasi ini untuk mengamankan masalah



perbatasan dan keamanan negara (Drake, 1992: 307). Pada saat bersamaan memberikan
dampak negatif, program migrasi ini menghidupkan kembali kekhasan etnis serta
kesenjangan ekonomi.

Di mana para migran Jawa telah menduduki hampir semua sumber ekonomi lokal.
Sebaliknya, kebijakan pemerintah pusat memiliki kecenderungan untuk melindungi
kepentingan para migran daripada mempertimbangkan klaim etnis setempat.
Pendudukan ekonomi ini hanya bisa dilakukan dengan kolusi migran Jawa dan juga
militer Jawa Indonesia.

Kesimpulan dan Saran Jenis nasionalisme Indonesia ditetapkan berdasarkan modifikasi
nasionalisme kewarganegaraan. Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada akhir
Perang Dunia Kedua dan menjadikannya sebagai pondasi nasional sebagai pilar
penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa dan cita-cita negara bangsa.

Pemimpin pendiri elit politik berpendapat bahwa wilayah yang melingkupi dengan
bekas Hindia Belanda tidak memadai untuk meyakinkan integrasi nasional. Merasakan
kurangnya kepercayaan persatuan nasional ini, para founding fathers mendasarkan
negara baru pada nilai dan prinsip bersama yang ditujukan untuk pembentukan fondasi
nasionalisme negara-negara yang baru.

Di mana nilai-nilai umum ini selanjutnya diindoktrinasi sebagai konsep dasar
orang-orang Indonesia baru (Bertrand, 2002: 7-8). Pada saat berakhirnya pemerintahan
kolonial Belanda, Bumiputra/pribumi Indonesia masih memperdebatkan jenis
nasionalisme apa yang harus diadopsi Indonesia. Setelah wacana panjang dan rumit, elit
politik Indonesia sampai pada total visi negara, di mana orang harus menerima wilayah
yang diputuskan oleh Indonesia.

Klaim perbatasan nasionalis sangat didasarkan pada kedaulatan unshared dan
sentralisasi kekuasaan. Negara baru yang tampaknya mewarisi jalannya adalah
kekaisaran kuno dari sistem pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit yang bentuk
kerajaannya digunakan oleh kedua kerajaan tersebut. (Kreuzer, 2004: 18).Muhammad
Yamin adalah salah satu ide nasionalis yang paling penting, kuat dan besar di Indonesia,
setelah Soekarno dan Hatta.

Yamin menegaskan bahwa negara baru tersebut harus terdiri dari tanah air Indonesia,
yang mana, katanya, paling baru dianggap oleh negara Majapahit. Dan dengan
demikian negara yang dia tegaskan, termasuk Sumatra, Jawa, Madura, the Lesser
Sundas, Borneo, Cellebes, the Moluccas, Semenanjung Malaya, Timor dan Papua.
Selanjutnya gagasan ini didukung oleh Hatta (mantan wakil presiden Sukarno) dengan



mengklaim bahwa negara Indonesia yang wilayahnya sesuai dengan wilayah bekas
Hindia Belanda (Mcintyre, 1973: 81-82). Kawasan telah menjadi sub negara paling
penting di jaringan politik Indonesia.

Banyak provinsi memiliki perspektif sosial dan politik yang berbeda. Hampir di semua
provinsi terdiri lebih dari satu identitas etnik. Meski begitu, ada yang agak homogen,
misalnya, Jawa Tengah, di mana kebudayaan Jawa paling maju, dan Sumatera barat,
yang berasal dari masyarakat Minangkabau dan Sumatera Utara, yang mencakup
Kesultanan Melayu tua termasuk masyarakat Batak dan Aceh yang berada di Sumatra.

Terdiri dari sejumlah masyarakat yang berbeda dan memiliki penguasa Kesultanan
sendiri sebelumnya (Bowen, 2005: 155). Karena fragmentasi terbesar wilayah yang
dimiliki Indonesia, konsep 'Greater Indonesia' digunakan oleh Sukarno sebagai
nasionalisme Indonesia yang bertujuan untuk merumuskan kesatuan Indonesia
(MclIntyre, 1973: 78).

Dilema utama yang dihadapi negara baru ini adalah bagaimana menyatukan
gagasan-gagasan yang berbeda dari sebuah negara besar dan padat penduduk dari
begitu banyak sub kelompok etnik yang sedikit banyak dan berbeda dalam budaya,
linguistik, dan agama (Ballard, 2008: 17). Meskipun, pada tahun 1928, Pemuda dari
seluruh pulau berjanji untuk membangun satu negara, satu bahasa, dan satu negara -
sebuah janji yang menjadi prinsip dasar bangsa dan negara.

Memang, pertempuran melawan penjajahan Belanda dalam bentuk Hindia Belanda
adalah salah-satunya faktor pemersatu nyata yang menyebabkan pembentukan negara
Indonesia (Wanandi, 2002: 136). Faktor terpenting lainnya kekuatan dominan dalam
gerakan nasionalisme paling awal adalah faktor agama. Tapi pada berbagai titik di
antaranya adalah sejarah, nasionalisme ini mengambil pendekatan konfrontatif dan agak
negatif, terutama ketika mereka merasa dianiaya (Lanti, 2002: 2).

Sukarno memiliki bakat untuk menyatukan tradisi Jawa, Islam, dan versinya sendiri
tentang Marxisme untuk mendapatkan banyak pengikut; Namun dia menganjurkan
pembentukan sebuah negara sekuler dan bukan negara Islam (Ballard, 2008: 16). Belajar
dari pengalaman Negara-negara di Balkan dan eks Uni Soviet, pemerintah dapat
mengakomodir perbedaan yang menyeluruh di semua wilayahnya, dari Papua hingga
Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme daerah sebagai kebenikaan yang
edukatif, sehingga etnis nasionalis daerah akan tertransformasi secara seiring berjalan
waktu, imbas dari pada keikutsertaan pengayoman pemerintah pusat.

Pengayoman dapat berupa kebijakan nasional apapun terhadap daerah, kepedulian



Negara terhadap rakyat daerah selain dari pada otonomi daerah dan otonomi kusus.
Nasionalisme raya hanya dapat tercapai dengan memfasislitasi etno-nasionalisme
daerah. Dengan kata lain untuk menjadikan nasionalisme grater Indonesia tidak
dibangun atas ajas ketakutan, kecurigaan terhadap suburnya etnis nasionalisme di
daerah.

Aceh merupakan contoh dari revitalisasi etnonasionalisme hingga mengarah kepada
nasionalisme Negara Kesatuan Indonesia. Sebesar apa penerimaan etno nasionalisme
daerah oleh pemerintha pusat, maka akan sebesar itu pula rasa emosional
etno-nasionalisme daerah terhadap nasionalisme raya Indonesia. Dalam era digital yang
tanpa batas sekarang, memaksa Negara untuk senantiasa beradaptasi dengan
perbedaan kultur dan lainnya yang ada di daerah.

Tidak jarang dilihat, untuk memadukan etnonasionalisme dan nasionalisme Negara
terlibat yang nama Negara asing. Perdamaian Aceh dimana konflik yang
berkepanjangan terjadi dapat diakiri dengan perundingan yang difasilitasi aktor luar.
Pemerintah Indonesia dalam bentuk memorandum of understanding-nya dengan warga
Aceh, telah menjembatani perbedaan nasionalisme antara Rl dan Aceh dengan formasi
Partai Lokal dan lainnya.

Ini merupakan embrio meghidupkan kembali rasa memiliki ke-Indonesiaan Aceh melalui
demokrasi lokal yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini, tujuan
Aceh untuk merdeka dari ibu pertiwi tertranformasi kepada integrasi Aceh kepada
Indonesia seutuhnya.Adapun dalam mengahdapi dunia digital teknologi, pemerintah
handaknya terus memberi peluang bagi Negara asing yang secara intensif ingin
membantu perdamaian di tanah air, berlandaskan pengalaman Aceh, dimana sekarang
masyarakat Aceh sudah merasa Indonesia adalah ibu pertiwi dan rasa cinta kepada NKRI
semakin meningkat.

Perdamaian dalam arti yang meneyeluruh, ekonomi, politik kepada daerah, sehingga
daerah merasakan bagian dari integrasi Negara sehingga seiiring berjalan waktu terus
mengarah kepada meningkat suburnya rasa nasionalisme terhadap NKRI. Referensi
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